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BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan pemaparan dan data di atas, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Bahwa implementasi perjanjian kerja sama Pemda Kabupaten 

Kulonprogo dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk terkait dengan 

perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional yakni Pemda 

Kabupaten Kulonprogo mampu menggerakkan perekonomian 

daerah agar semakin meningkat dengan memberi kesempatan 

seluas-luasnya kepada UMKM dan koperasi melalui Tomira. 

Dengan demikian Pasal 2 dari Perda Kabupaten Kulonprogo Nomor 

11 Tahun 2011 yang memuat maksud dan tujuan Perda tersebut 

dapat tercapai. Maksud disusunnya Perda tersebut adalah untuk 

memberikan kepastian hukum dan kesempatan kepada pelaku usaha 

untuk mengembangkan usahanya dengan tetap memberikan 

perlindungan dan pemberdayaan kepada Pasar Tradisional dan 

UMKM.   

2. Sanksi bagi toko modern berjejaring yang masih beroperasi di 

Kabupaten Kulonprogo tanpa mengindahkan perjanjian kerja sama 

yang merupakan tindak lanjut dari Perda Kabupaten Kulonprogo 

Nomor 11 Tahun 2011 yakni diberhentikan izinnya/ditutup atau 

diambil alih oleh koperasi. Namun fakta empiris masih ada 
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beberapa toko modern yang tidak berlabel Tomira serta Tomira 

yang berdiri berdekatan dengan pasar tradisional, yang mana 

Tomira tetaplah merupakan bentuk dari toko modern. Secara formal 

sudah ada ketentuan pada Pasal 14 huruf c Perda Kabupaten 

Kulonprogo Nomor 11 Tahun 2011 menyebutkan bahwa toko 

modern yang berstatus waralaba dan/atau berstatus cabang tidak 

boleh berjarak kurang dari 1.000 (seribu meter) dengan pasar 

tradisional. Apabila melanggar ketentuan tersebut tidak 

diperpanjang izinnya atau ditutup. Melihat hal tersebut penerapan 

sanksi oleh Pemda Kabupaten Kulonprogo masih belum tegas. 

Meskipun keberadaan toko modern tidak memunculkan gejolak atau 

masalah namun telah ada peraturan perundang-undangan yang 

mengaturnya sehingga seharusnya tidak bisa menyimpang. 

 

B. SARAN 

 Menurut penulis, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a Perda Nomor 

11 Tahun 2011 untuk memberikan perlindungan pada pasar tradisional 

dilakukan dengan membatasi jumlah dan mengatur jarak antara pasar 

tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern, belum sesuai dengan 

yang ada di lapangan. Masih ada Tomira yang berdekatan dengan pasar 

tradisional. Bagaimanapun juga Tomira merupakan wujud dari toko modern. 

Alangkah lebih baik apabila pada pelaksanaan perjanjian kerjasama tentang 
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pengembangan dan pembberdayaan UMKM dan koperasi yang diperbarui 

tetap melihat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. 
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